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Tf,NTANG
PIMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PEMULIIIAN DAN PEMBANGUNAN
Kf,MBALI WIIAYAH PASCABENCANA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PROVINSI

NUSA TENGGARA BAPdT

MENTERI PERENCANA N PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPAI/ I]ADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimban5i bahwa dengan adanya kejadran bencana alam genrpa bunri dan
tsunanri di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan bencana alant
gerrrpa bumi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan dan kerugian
yang cukup besar, maka diperlukan upaya pemulihan dan
penrbarrgunan kembali wilayah parcabencana yang dilakukan
secara terkoordinasi dan terpadu;

bahwa dalam rangka nrendukung kegiatan pernulihan dan
penrbangrrnan kembali wilayah pasr:abencana di Provinsi Sulawesi
Tengah dan Provinsi Nusa TengEara Barat, ntaka perlu dibentuk Tinr
Koordinasi dan Asistensr Pemulihan dan Pembangunan Kembali
Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi
Nusa TellSgara Barat;

bahwa pejabat dan pegawai yanS namanya tercantunr dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap rnar.npu dan nremenuhi
pelsyaratan untuk duduk dan nlelaksanakan tugas sebagai anggota
Tinr Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan penbangunan Kembali
Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi
Nusa TenSSara Barat;

UndanS-UndanS Nonlor 25 Tahun 2OO4 tentanS Sistenl

Perencanaan Penrbangunan Nasional (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nonror 104, Tambahan Lembaran NeSara

lrrdonesia Nonror 4421);

a

Mengingat : I

b

C

2. Undang-Undang ...



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOOT Nomor
66rTambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tent^ng Penataan Rttang
(Le.mbaran Negara Republik Indonesia Tahw 2OO7 Nomor 68,
Tantbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 72 5) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahtm 2Ol4 tentang pemerintahan

Daerah (lentbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nontor
2441 Tarubahan Lentbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5 587);

5. Peraturarr Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentang T^t^ Cara
Pelaksanaan Anggaran d,an Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahw 2075 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

7. Peratura[ Presiden Nomor 65 Tahtln 2015 tentang Kementerian
P erencanaan P embangunan Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 lentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2076;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nonlor 4 Tahsn 20'16
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
seba3 imana telah ditbah dengan Perailfian Menteri Perencanaan
Penrbangunan Nasional./Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
nasional Nomor 6 Tahrn 201,7;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bad.an Perencanaan Pembangunan Nasional Nonlor 5 Tahun 2016
tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelapran, Pemantauan, dan
Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KXPUTUSAN MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI,/KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI

PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN KEMBALI WILAYAH PASCABENCANA

DI PROYINSI SULAWESI TENGAH DAN PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT.

PERTAMA :



PERTA]\4A

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
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: Membentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan
Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi
Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalant Lantpiran Keputusan
ini.

: Tinr Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah., Penanggung Jawab, Tint
Pelaksana, Kelompok Kerja, Tim Dukungan Substansi, dan Tenaga
Pendukung.

: Tinr Pengarah bertuSas memberikan arahan kebljakan dan strategi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, penlantaLtan dan evaluasi
kegiatan penrulihan dan pentbangrnan kembali wilayah pascabencana di
Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

: PenanSgung Jawab bertttgas menjalankan arahan kebljakan dan strateSi
yang diberikan Pengarah dan bertanggung jawab terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan melaporkan hasil kegiatan
kepada Ketua Tinr Pengara h.

: Tim Pelaksana bertugas:

a. nrembantu penanggung jawab dalan menyiapkan arahan kebljakan
dan strategi pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi

penyusunan rencana aksi pemulihan dan menyusun rencana induk
pentbangttnan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi

Tengah dan Provinsi Nusa Tenggata Batat;

b. nrelakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait
pelaksanaan kegiatan asistensi kepada penterintah daerah dalant
penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
pav:abencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa

Tengara Barat;

c. nrelakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam
penyusunan rencana induk petnbangunan kembali wilayah
pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah;

d. melakukan identifikasi dan mobilisasi potensi dukungan
perubiayaan nasional dan intemasional dalant rangka pemulihan

dan pembangunan kenlbali wilayah pascabencana di Provinsi

Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa TenSSara Barat; dan

e. nrelaporkan hasil pelaksanaan kegiatankepada Penanggung Jawab.

: Kelompok Kerja terdiri atas dan bertuSas untuk:

a. Kelompok Kerja 1 Bidang Pembangunan Kawasan Berbasis Risiko

Bencana beduSas untuk menSawal proses identifikasi daerah rawan

bencana (mikrozonasi), daya dttkttng lahan berdasarkan daerah

rawan bencana dan inventarisasi kebutuhan sarana-ptasatana
penunjang aktivitas di wilayah parcabencana, serta nlenyrsun

rencana pemulih an dan p engemb anganny a;

b. Kelompok ...
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KETUJUH

b. Kelompok Kerja 2 BidangPemulihan Infrastruktur Wilayah bert,,gas
untuk mengawal proses inventarisasi kerusakan dan kebutuhan
pemulihan sektor perumahan d.an infrastruktur dasar, serta
men).usun rencana pemulihan dan p.ngembangannya;

c. Kelonpok Kerja 3 Bidang Pemulihan Perekonomian Wllayah dan
Sosial Budaya Masyarakat berlugas untuk mengawal proses
inventarisasi dantpak bencana terhadap sosial-budaya dan ekonomi
produktif masyarakat dan perekonomian wllayah, sefta men)'usun
rencana pemulih an dan pengenbangannya;

d. Kelonrpok Kerja 4 Bidang Penbiayaan dan Kerlasama berhrgas
untuk mengawal proses Wnganggat.zn program/kegiatan dan
nrengkoordinasikan seluruh kegiatan kerjasama pentbiayaan dengan
nritra pembangunan yang berkaitan dengan progranl pemulihan
dan penrbanguna n pascabencana

e. Kelompok Kerja 5 Bidang Regulasi dan Kelembagaan bertugas untuk
menSawal Wnataan rcgulasi dan kelembagaan pemerintah daerah
dan lintas sektor dalam prroses pemulihan dan pembangunan

Pascabencanai

f. seluruh kelompok kerja melakukan asistensi kepada penlerintah
daerah sesuai dengan bidangnya; dan

g. seluruh kelonlpok kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya
kepada Tim Pelaksana.

Tim Dukungan Substansi bertugas:

a. nrenrbantu tim pelaksana dalam menyiapkan arahan kebljakan dan
strategi pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi penyusunan
tencana aksi pemulihan dan menyusun rencana induk
penrbangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi
Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. membantu tin.r pelaksana dalam melakukan koordinasi dengan
berbagai pihak yan8 terkait pelaksanaan kegiatan asistensi kepada
penrerintah daerah dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan
rekonstnrksi pascabencan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

c. membantu tim pelaksana dalant melakukan koordinasi dengan
kelonrpok kerja dalan penyusunan rencana induk pembanguinan
kenrbali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah;

d. membantu tim pelaksana nlenpersiapkan data dan infornasi serta
kajian dalam ranSka mendukung tuSas yang dllaksanakarl
berdasarkan pembagian kelompok kerja untuk proses pemulihan
dan penrbangunan kembali wllayah pascabencana di Provinsi
Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa TenSSara Barat;

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : ...
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KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

Tenaga Pendukung bertugas:

a. nrembanlt pelaksanaan tugas Tim Dukungan Substansi dalam
pengumpulan data dan infornasi serta kajian; dan

b. melakukan tugas kesekretari atan dan tugas lain yang diberikan oleh
Tim DUl'ungan Subtansi.

Segala biaya yang diperlukan dalant rangka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi dlbebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara
Kenrenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan petancanaan
P emb angtsnan Nasional.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surrt sejak
tanggal 3 Septenber 201 8.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangal 9 November 20I 8

MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

ffd.

Salinan sesuai dengan aslirrya
Kepala Biro Hukum,

y
RR. Rita Erawati



A. TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua 1

Wakil Ketua 2

Wakil Ketua 3

Anggota

B. PENANGGUNGJAWAB

Ketua

Wakil Ketua 1

Wakil Ketua 2

Wakil Ketua 3

Anggota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pe[tanahan Nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

1. Kepala Bad,an Nasional Penanggulangan
Ber.cana;

2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

3- Kepala Badan Informasi Geospasial.

Deputi Btdang Pengenbangan Regional,

Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Badan Pengembangan Infrastmktur Wilayah,
Kenrenterian Pekerjaan Umum dan Pensmahan
Rakyat.

Direktur Jenderal Tata Ruan8, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Perlanahan Nasional.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan
Nasional P enanggrslangan Bencana -

I . Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra$at;

2. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;

3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik,
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

4. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar,
Badan Informasi Geospasial;

5. Deputi Bidang Sarana dan Prasatana,
Kementerian PPN/Bappenas;

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI
PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN KEMBALI WILAYAH PASCABENCANA

DI PROVINSI SUIAWESI TENGAH DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

6. Deputi ...

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTTRI PPN/KEPAIA BAPPENAS

NOMOR KEP.126 / M.PPN /HK/ 7I / 2078
TANGGAL 9 NOVXMBER 2OI8
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6. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Depfii Bidang Pendanaan Pembanganan,
Kementerian PPN / Bappenas;

8. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

9. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas;

10. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebrd,ayaan, Kementerian
PPN/Bappenas;

11. Inspektur Utalrla) Bappenas.

C. TIM PEI/.KSANA

Ketua Staf Ahli Menteri Bidang Penletataan dan
Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan
Perdesaan, Kementerian PPN / Bappenas-

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Perencana Ahli Utama,
Kementerian PPN / Bappnas.

Kepala Subdirektorat Perkotaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua

D. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja 1 Bidang Pembangunan Kawasan Berbasis Risiko Be cana

Ketua : Direktur Tata Ruang dan Perlanahan, Keftenterian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perkotaan, Permukiman dan Perttmahan,
Kementerian PPN/Bappenas.

AnSSota : 1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN,/Bappenas;

2. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan
Peft.ambang n, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur Penataan Ka\Masan, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;

Sekretaris I

Sekretaris II

5. Direktur



5. Dirrektur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Kementerian
Agraia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;

6. Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika
Potensial dan Tanda Waktu, Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

7. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan
Perkotaan, Badan Pengen..bangan Infrastmktur
Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan RalArat;

8. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi, Badan Geologi, Kententerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;

9. Kepala Pusat Surwei Geologi, Badan Geologi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerul;

10. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata
Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian
Energi d,an Sumber Daya Mineral;

11. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber
D^ya Wilayah, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi;

12. Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi, l-embaga
Ilnlu Pengetahlran Indonesia;

13. Direktur Pengurangan Risiko Bencana, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

14. Direktur Penilaian Kerusakan, Badan Nasional
Pe n anggulangan Bencana;

15. Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan
Toponim, Badan Informasi Geospasial.

Kelompok Kerja 2 Bidang Pemulihan Infrastruktur Wilayah

Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Transpodasi, Kementerian PPN/Bappenas.

AnSSota : 1. Direktur Energi, Telekomunikasi dan
Inforniatika, Kenlenterian PPN/Bappenas;

2. Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur ...



3. Direktur Bin Penataan BanSunan, Ditjen Cipta
Karya, Kementedan Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

4. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

5. Direktur Pengembangan Kawasan

Pern.rukiman, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perrrmahan RaLyatl

6. Kepala Pl7sat Percncanaan Infrastruktur, Badan

Pengembangan Infrastmktur Wilayah,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ralryat;

7. Direktur Kepelabthan, Kementerian
Perhubungan;

8. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik,

Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bidalg Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial

Direktur Pengen'tbangan Usaha Kecil, Menengah dan
Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Petencanaan Makro dan Analisis Statistik,
Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekononti
Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Kelautan dan Perlkanan, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Direktur Pangan dan Perlanian, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.,

Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur Kehrarga, Perempuan, Anak, Pentuda

dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Direktur Perdagangan, Investasi, dan

Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian

PPN/Bappenas;

8. Direktur .. .

Kelompok Keda 3

Kemasyarakatan

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

-4-
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Dir"ektur Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesenpatan Kerja, Kementerian
PPN/Bappenas;

Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial

Ekononri,, Badan Nasional Penanggalangan
Bencana.

Kelompok Kerja 4 Bidang Pembiayaan dan Keqasra;ma

Ketua : Direkfur Perencanaan dan Pengembangan

Pendanaan Pentbangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN / Bappe.nas.

AngSota : 1. Direktur Ke{asama Pemerintah Swasta dan
RancanS Bangun, Kementerian PPN /Bappenas;

2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bllateral,
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Kementerian PPN / Bappenas;

4- Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan

Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur Pinjaman dan Hlbah, Direktorat

lenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,

Kenrenterian KeuanSan.

Kelompok Kerja 5 Bidang Regulasi dznKelembagaan

Koordinator : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian

PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Apatat:ur Negara, Kementerian

PPN/Bappenas;

2. Kepala Biro Hukum, Kementerian

PPN/Bappenas;

3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata

laksana, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur Petencanaan Kependudukan dan

Perlindungan Sosial, Kementerian

PPN/Bappenas;

8

9

5. Direktur
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E. TIM DUKUNGAN SUBSTANSI

Ketua

Sekretaris

Anggota

5. Direktur Dana Peimbangan, Ditjen
Perimbangan Keuangan, Kementerian
Keuangan;

6. Dir.el:tur Pembiayaan dan Transfer Non Dana
Perirnbangan, Ditjen Perintbanga n Ketangan,
Kementerian Keuangan;

7. Direktur Manajemen Penanggttlangan Bencana
dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeril

8. Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Ke nrenteria n Dalam Negeri;

9. Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kenrenterian Dalam Negeri;

10. Direktur Perencanaan Anggaran Daetzh,
Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalan
Negeri.

Kepala Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan
Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Subdirektorat Tata Ruang, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Ir. Hernuni Wahab., M.Sc, Perencana Ahli
Utama, Kementerian PPN/ Bappenas;

2. Ir. Kuswiyanto, M.Si, Perencana Ahli Madya,
Kenlenterian PPN/Bappenas;

3. Kepala Subdirektorat Pertanahan,Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Kepala Subdirektorat Perumahan, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Kepala Subdirektorat Konservasi Sumber Daya

Alam dan Keanekaragaman Hay^ti,
Kementerian PPN/Bappenas;

6. Kepala Subdirektorat Mineral, Pertan:.ban9an,

dan Panas Bumi, Kementerian PPN/Bappenas;

7- Kepala Subdirektorat Darat dan Jalan,
Kementerian PPN/Bappenas;

8. Kepala Subdirektorat l?ut, Kementerian
PPN/Bappenas;

9. Kepala ...
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9. Kepala Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan
Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Kepala Subdirektorat Penlanta:u,an, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangwan Daerah
Wilayah III, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Wilayah IV, Kementerian PPN/Bappenas;

12. Kepala Subdirektorat Perencanaan Makro,
Kementerian PPN / Bappenas;

73. Kepala Bagian Pengembangan dan Inforrlasi
Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

14. Kepala Bagian Program d,an Anggaran,
Kementerian PPN/Bappenas;

15. Kepala BagSan Pengembangan Kerjasama,

Kementerian PPN/Bappenas;

16. Kepala Bagian Penlantaluan dan Evaluasi,
Kementerian PPN/Bappenas;

-17. Kepala BaSian Organisasi dan Tata Laksana,
Kementerian PPN / B appenas;

18. Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan
Kapasitas Aparatur Sipil Negara, Kementerian
PPN/Bappenas;

19. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan, Kenlenterian PPN/Bappenas;

20. Kepala Subdirektorat Perdesaan, Kementerian
PPN/Bappenas;

27. Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral
III, Kementerian PPN/Bappenas;

22. Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral
II, Kementerian PPN/Bappenas;

23. Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan
Pemerintah Pusat Bidang Polhukhankam dan
Pembangtnan Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian PPN / B appenas;

24. Kepala Subdirektorat Perer.cafiaan Pendanaan
Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;

25. Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan
Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;

26. Kepala ..
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26. Kepala Subdirrektorat Pos, Telekomunikasi dan
Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;

27. Kepala Subdirektorat Pengembangan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha,
Kementerian PPN/Bappenas;

28. Kepala Subdirektorat Kawasan Strategis,
Kementerian PPN / Bappenas;

29- Kepala Subdirektorat Pelayanan Kesehatan dan
Kefarmasian, Kementerian PPN/Bappenas;

30. Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar dan
MenenSah, Kementerian PPN/Bappenas;

37. Kepala Subdirektorat Peternakan, Kementerian
PPN/Bappenas;

32. Kepala Subdirektorat Tata Kelola Laut dan
Pesisir, Kementerian PPN/Bappenas;

33. Kepala Bagian Tata Usaha dan Progranl,
Kementerian PPN/Bappenas;

34- Ztifakar, S.Kom, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;

35. Widya Sulistyowati, SE, MGPP, Kementerian
PPN/Bappenas;

36. Majeda Tri Utami, SH, Kenienterian
PPN/Bappenas;

37. Dia Firdaus, SE, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;

38. Rezafaraby, SH, LLM, Kementerian

PPN/Bappenas;

39. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

40. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

41. Muhammad Roudo, ST, MPP, Kementerian

PPN/Bappenas;

42. Lelly Hasni Pedamawati, S.Pi, MM,
Kementerian PPN/Bappenas;

43. Zaky Mas'ul, S.Sos, Kementerian

PPN/Bappenas;

44. Dewi Amila Solikha, SKM, M.Sc, Kementerian

PPN/Bappenas;

45. Yunus ...



I

54

48.

49.

50.

51.

45

47

52.

53.

55.

56.

57

58.

59.

61.

bJ.

Yunus Gastanto, SE, PG.Dip, Kementerian
PPN,/Bappenas;

Endah Kadika l€stari, SH, Kementerian
PPN/Bappenas;

Dini Ajani Putri, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;

Mariska, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas;

Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, Kementerian
PPN/Bappenas;

Adi Sastra, ST, Kementerian PPN/Bappenas;

Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian
PPN/Bappenas;

Dedi Rustandi, ST, M.En, Kenenterian
PPN/Bappenas;

Risnawati, SE, MPPM, Kementerian
PPN/Bappenas;

Mohanrad Eirda Farzan, ST, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;

Wiwit Widodo, S.Sos, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;

Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian

PPN/Bappenas;

Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian

PPN/Bappenas;

Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA, Kementerian

PPN/Bappenas;

Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Kementerian

PPN/Bappenas;

Rayi Paranita, SP, MT, Kementerian

PPN/Bappenas;

Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;

Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian

PPN/Bappenas;

Moh. Agung Widodo, SP, MIDEC, Kementerian

PPN/Bappenas;

A8un8 M. H. Dorodjatoen, ST, M.Sc,

Kementerian PPN/Bappenas;

Rafli Noor, S.Si, Ken.renterian PPN/Bappenas;

60

64

65.

66. Khairul ...
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F. TENAGAPENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;

Ade Nurani Sandanrs, Kementerian
PPN/Bappenas;

Sapto Mulyono, SAP, Kementerian
PPN/Bappenas;

Wulan Metafurry, S.Stat, Kementerian
PPN/Bappenas;

Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian
PPN/Bappenas.

1

2

3

4

5

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEA4BANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

ttd.

,/'IU*-
RR. Ritu E##-

66. Khairul Rizal, ST, MPP, Kementerian
PPN/Bappenas.


